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Keuangan Pemerimtah Kabupaten . Kata Mungkid

Magelang Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
wngjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2006 tentang Badai

riksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun

n 2018, vane terdiri dari Neraca, Laporan Realisas) Angearan, Laporan Perubihan Saldi

wan Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan

itas Laporan Keuangan

Pemneriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran penyajian Luporan
Keuvangan Pemerintah Kabupaten ".I.:;_';|,|:'.;_' dengan il'L'.].||u'.i|:‘.IiiaiII'| kesesualan ':.I|.1\_II".1I1 kKeuanguan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengunghapan, kepatuhan techaduap peraturan

perundang-undangan dan elektivitas sistem pengendalian miern

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Kevangan Pemernntah Kabupaten Magelang

I'A 2018 yang perlu mendapal p fleut

rhalian acgalal sebagad) b

I. Opiniatas Laporan Keuangan
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK nemberikan pendapat *“Wajar
Tanpa Pengecualian™ atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 201 8.
1. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendulian intern dalam penyusunan
laporan keuangan, antara lain;
a4  Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Belum Sepenuhnya Didukung Dengan

Persyaratan dan Belum Dipertanggunggjawabkan Senilai Rp32,85 miliar;

b, Kelebihan pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada lima OPD senilai
Kpl64.67 jula
Berdasarkan kelemahan tersebut, BFPK merekomendasikan Bupati Magelung agar:
4. Melakukan kajian untuk pemberian sanksi bagi penerima bantuan hibah dan bantuan

osial yang terlambat atau tidak menyampaikan LPJ) dan memerintahkan Inspektorat



supaya memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban hibah senilal Rpo.82 miliar dan
bantuan sosial senilai Rp22.06 miliar:

b. Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk mempertanggungawablkan lelebihan
pencairan senilal Rp 164,67 juta dan menghitung Insentil Pemungutan [Letribust Daeraly

sesunl dengan Ketentuan

J. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
an terhads raturs serundang-
BPK juga menemulkan adanya ketidakpatuhan lerhadap peraturan perundang

undangan dalam pengelolaan keuangan dacrah, antara fain

. e ; s uskesmas melebihi ketentuan
a.  Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan pada 29 BLUD Puskesmas

yang mengakibatkan kelebilan pembayaran senilai Rpl.68 miliar,

# i 5 1 | o | A = ;
. sferyai adl R .nilal Rp376,29 juta, denda

b. Kekurangan volume atas lima pekerjaan pada dua OPD se | J it
piaan Belum Dicairkan Senilat

keterlambatan senilai Rp367.24 juta, dan Jaminan Pelaksa
Rp#7.92 juta

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPR merchomendasikan  kepada Bupatl
Magelang agar
a.  Mengkaji Peraturan Bupati Magelang No. 35 tahun 2015 jo. Peraturan Bupati Nomor 20

: 1ol A ] 1 aenyell stentuan dan
Cabiun 2016 untuk menetapkan Honorarium Jasa Pelayanan sesuat dengan ketentuan da

nemerintahkan Kepala Dings Kesehatan untuk memulihkan kelebihan pembayaran
senal [p .68 milar
l5 "x']l..‘|1]L'I"I1E.;|"h.ill' |\L‘[h||il |_,|i;|;-|~, terkait |~_,.-_'|]|is:_'|];:||;___-51:||T'_.;|‘1\i!t*|~'.lll kedebihan }}L‘:-|-||.'}i.l:l.1|l-.;llll
senilai Rp294.26 juta. denda keterlambatan senilay Rp364.54 juta, dan mencairkan
jaminan pelaksanaan senilar Rps7.92 juta
Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 71A/LHP/XVIITLSMG/05/2019, Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 71B/LHP/X VI SMG/05/2019, dan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nemor
TIC/LHP/XVIL.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019
Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atuu
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendas) BPK disampaikan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatran dan kerjasamanya, divcapkan terima kasih
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